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1. LATAR BELAKANG

Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem
dan struktur kekuasaan negara merupakan hasil koreksi terhadap cara
dan sistem kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan reformasi serta
aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat”.' Selain adanya
tuntutan reformasi, perubahan dan pembentukan lembaga tersebut
dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara
demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan,
serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi
Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.% Dengan Indonesia menjadi
negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki
lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Munculnya lembaga-
lembaga independen dalam dunia modern adalah salah satu kondisi
yang tak terelakan. Ada 2 (dua) faktor yang menjadikan pertimbangan
kuat bagi munculya lembaga-lembaga independen tersebut, yang
pertama yaitu karena lembaga yang lama sudah tidak memuaskan
dalam melakukan kinerjanya, bersifat tidak independen dan bahkan
terlibat dengan korupsi dan yang kedua bahwa perkembangan jaman di
negara Indonesia yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru
yang menuntut negara Indonesia membuat atau membutuhkan lembaga-
lembaga baru yang bersifat independen yang didirikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kepada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Munculnya organ atau lembaga-lembaga independen bermula pada
perkembangan jaman yang semakin maju dan munculnya
permasalahan-permasalahan baru sehingga negara membutuhkan
lembaga-lembaga baru untuk memperingan tugasnya. Organ atau

'Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program
Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010, h. 1.

2 Bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.




lembaga negara tersebut yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan
sistem pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang
dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dari konsep kedaulatan
rakyat. Selain diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga tersebut dibentuk
dengan dasar yang berbeda-beda yaitu dengan konstitusi, undang-
undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden.
Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur
organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga
negara. Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat tersebut, berdirilah
lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi,
komite, badan, atau otorita. * Dalam konteks negara Indonesia,
kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi
sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru
tersebut bisa dikenal dengan istilah lembaga negara bantu dan
merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.* Hal lain
yang melatarbelakangi lahirnya lembaga baru ini adalah “kekuatan
baru” dalam struktur pemerintahan yang beasal dari konsep demokrasi
dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil.

Salah satu lembaga baru yang terbentuk yaitu lembaga BPK atau yang
selanjutnya disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan
Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat
independen dan tidak terdapat campur tangan dari lembaga pemerintah
manapun. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara

*Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, Jakarta, 2006, h.v.
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Jakarta, 2006, h.v.
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dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengolahan dan tanggungjawab keuangan negara.®
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam struktur kelembagaan
negara Indonesia terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di
bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.’ Karena fungsi
pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersifat politis, diperlukan
lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan
(financial audit) secara teknis. Lembaga seperti ini juga ada di Belanda
dengan nama Raad van Rekenkamer.? Di Perancis, lembaga yang mirip
dengan lembaga tersebut adalah Cout des Comptes. Perbedaan antara
keduanya yaitu di dalam sistem Prancis, lembaga ini disebut cour atau
pengadilan karena memang berfungsi juga sebagai forum yudisial bagi
pemeriksaan mengenai penyimpangan yang terjadi di dalam tanggung
jawab penelolahan keuangan.®

Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara. 1 Terkait dengan Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan,
terdapat hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Bank
Indonesia. Hubunga tersebut yaitu berupa laporan tahunan yang harus
diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua lembaga ini
merupakan lembaga yang independensi.

6 http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-

keuangan.html, Diakses pada tanggal 29 Mei 2017, Pukul 10.19 WIB.
" http:/www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S45892-Moh Lugman Fadlli.
Piakses pada tanggal 11 Juli 2017, Pukul 12.37 WIB.
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2010) h.12.
10 http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-
keuangan.html, Diakses pada tanggal 29 Mei 2017, Pukul 10.19 WIB.




Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan
penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir setiap
provinsi mempunyai cabang bank sentral. Fungsi utama bank sentral
adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan
di suatu negara. Di Indonesia tugas bank sentral di pegang oleh Bank
Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sering disebut
dengan Bank to Bank dalam pembanguanan memang penting dan
sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa
pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini
diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank.

Perkembangan terakhir karena lemahnya pengawasan internal terhadap
bank-bank di Indonesia oleh Bank Indonesia oleh karenanya Bank
Indonesia memerlukan lembaga yang independen dan dapat
membantunya untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang
ada di Indonesia ini. Maka lahirlah OJK atau yang selanjutnya disebut
dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum lahirnya Otoritas Jasa
Keuangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas
Jasa Keuangan. Penegasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan
lembaga independen termaktup dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan.™

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Thahun
2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas
Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam

11 «Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.



sektor jasa keuangan. ** Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk
menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan
pasar modal dan lembaga keuangan, serta mengantikan peran Bank
Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk
melindungi konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan
dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai
mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-
masalah yang timbul didalam sistem keuangan®®, serta keseluruhan
kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntebel yang mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.**

Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan banyak perdebatan dalam
masyarakat mengenai lembaga independen ini. Masyarakat menilai
bahwa tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan masih ada campur
tangan dari lembaga lainnya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan masih
diragukan independensinya. Dengan adanya perdebatan tersebut, maka
diajukanlah permohonan kepada Mahkamah konstitusi untuk menguiji
kembali (Judicial Review) Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas
Jasa Keuangan untuk bembubarkan Otoritas Jasa Keuangan yang
menurut para pemohon sangatlah tidak efektif dengan lahirnya Otoritas
Jasa Keuangan tersebut. Namun setelah di uji kembali oleh Mahkamah
Konstitusi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan
tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya permohonan untuk
membubarkan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak dikabulkan oleh

12 https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, Diakses tanggal 12
Juli 2017, Pukul 14.57 WIB.

13 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter-11.pdf, Diakses tanggal
19 Juli 2017, pikul 10.59 WIB.
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Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan yang diajukan oleh
permohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-
X11/2014 menjadi acuan peneliti bahwa kedudukan antara Bank
Indonesia dengan Otoritas Jasa keuangan adalah sama seimbang serta
tidak ada perbedaan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa
Keuangan bahkan Otoritas Jasa Keuangan memeiliki kewenangan
melibihi Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan di negara
Indonesia. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan merupakan lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang
Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
66) tentang Bank Indonesia namun kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan di dalam perbankan negara Indonesia melebihi kerwenangan
Bank Indonesia ang merupakan sentra perbankan.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI11/2014?

b. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa Otoritas Jasa
Keuangan dengan Bank Indonesia terkait pengawasan
perbankan di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang eksistensi Otoritas
Jasa Keuangan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
X11/2014.
b. Untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan antara
Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.



4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis
Memberi kontribusi pemikiran bagi IImu Hukum Tata Negara karena
perkembangan llmu Hukum Tata Negara Indonesia selalu mengalami
perubahan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Manfaat Praktis
Memberi kontribusi pemikiran bagi llmu Hukum Tata Negara dan
diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi penegak
hukum yaitu hakim, jaksa, kepolisian, advokat, serta lembaga-lembaga
dan instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti didalam
mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. !> Kata “Metode”
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang
digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai
dengan yang dikehendaki. Sedangkan kata “Penelitian” menurut
Hikmahanto Juwana adalah memberikan jawaban atas pernyataan

hukum yang bersifat praktir dan akademis”.'®

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif dijelaskan bahwa “aktivitas untuk
menemukan norma-norma yang akan digunakan untuk memberikan
dasar pembenaran kepada keputusan yang diambil dalam rangka
menyelesaikan sutu perkara”. *’ Penelitian ini berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk

1> Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, h.20.

'° Diges Epistem, Berkala Isu dan Keadilan Eko-Sosial, Volume 5, Jakarta,
2015, h.7.

7 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press,
Malang, 2013, h.77




memecahkan masalah, serta berusaha menelaah permasalahan dengan
teori-teori maupun literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan
khususnya difokuskan kepada eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam
sistem pemerintahan Republik Indonesia terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XI11/2014.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diguanakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan
yaitu peraturan tertulis yang dibentuk lembaga Negara atau pejabat
yang berwenang dan mengikat secara umum.*® Pendekatan konseptual
dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang
ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan
masalah yang dihadapi. ° Dalam penelitian ini juga digunakan
pendekatan kasus (case aproach). Dalam pendekatan kasus (case
aproach), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi,
yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada
keputusannya.”

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk
dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau
badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan
berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat
negara. 2 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Kencana
Penada MediaGroup, Jakarta, 2014, h.177.
2% bid, him 158
2! Spetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press,
Malang, 2013, h. 81.




a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral;

¢. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66) tentang Bank Indonesia;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7)
tentang Bank Indonesia;

f. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI11/2014.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.?” B ahan hukum
sekunder terdiri atas buku-buku teks, laporan penelitian hukum,
berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum.?

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukuk primer dan sekunder, yaitu Kamus

%2 Spetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press,
Malang, 2013, h.82.
8 Soetandyo wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press,
Malang, 2013, h.83.
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Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary Ninth Edition
20009.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber bahan hukum seperti yang sudah dijelaskan
diatas, maka dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

“Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan
dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan
kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis
besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu
kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan),
maupun serta kartu alasan (berisi analisis dan catatan hukum

penulis)”.?*

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat
bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian
hukum normatif, teknis analisis yang digunakan adalah preskriptif
analisis secara normatif”. > Dalam penelitian ini menganalisis
mengenai  eksistensi  Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-X11/2014. Permasalahan tersebut dianalisis
dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat ini.

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Pertanggungjawaban penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran
mengenai hal yan akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu yang
diuraikan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

21bid.
2|bid., h.24.
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BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang
akan ditulis, rumusan masalah, ujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB Il:Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan unum mengenai
definisi konseptual dan teori hukum. Definisi konseptual terdiri dari:
Otoritas Jasa Keuangan, sistem Pemerintahan Secara Umum,
Keputusan Mahkamah Konstitusi. Teori hukum terdiri dari: teori
pemisahan kekuasaan, teori pembagian kekuasaan, dan teori lembaga
negara.

BAB Il:Berisi tentang Pembahasan dariskripsi ini, dalam bab ini bersi
jawaban dari rumusan masalah, yaitu: mengenai Eksistensi Otoritas
Jasa Keuangan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X11/2014 serta mencari
solusi penyelesaian permasalahan antara Otoritas Jasa Keuangan
dengan Bank Indonesia.

BAB IV: Penutup, dalam bab ini berisiskan Kesimpulan dan
Saran. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta Saran yang dapat
digunakan demi perbaikan dalam bidang hukum di masa yang akan
datang.



